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KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pengadaan
Barang/Jasa. Pedoman Pelaksanaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Perpres Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, perlu dilaksanakan perubahan atas
Permenhan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kemhan dan TNI ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertahanan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia,;
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Mengingat

Menetapkan:

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212);

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5334);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Dl
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal | angka 34, angka 41, angka 42 dan angka 43 diubah
sehingga Pasal | berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat Alutsista TNI adalah setiap jenis materiil
yang merupakan alat utama sistem senjata beserta
perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi
kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut
APIP dalam hal ini inspektorat pada unit organisasi Kemhan dan
TNI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit,
review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Barang/Jasa adalah semua Barang/Jasa yang digunakan oleh
Kemhan dan TNI, atau semua Barang/Jasa yang belum
digunakan secara langsung namun dalam keadaan darurat,
dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Kemhan dan
TNI untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh
Pengguna Barang.

Barang TNI/Militer adalah semua barang yang diperlukan dan
digunakan oleh TNI/Militer atau untuk mendukung kepentingan
pertahanan negara.

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh pihak-pihak dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa
yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan
secara elektronik dengan cara menyampaikan satu Kkali
penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui
sistem katalog elektronik.

Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam
bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah,
maupun dalam bentuk Barang/Jasa yang diperoleh dari pemberi
hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan
kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu
untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan
melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Jasa Konsultansi TNI/Militer adalah semua jasa konsultansi yang
diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer untuk kepentingan
pertahanan negara.

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.

Jasa TNI/Militer lainnya adalah semua jasa selain jasa
konsultansi, jasa konstruksi TNI/Militer dan pengadaan barang
TNI/Militer yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau
untuk kepentingan pertahanan negara.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi
lainnya, yang selanjutnya  disebut K/L/D/1 adalah
instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan
adalah kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas urusan
pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA,
adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan
anggaran pertahanan, ditingkat Mabes TNI dan Angkatan KPA
dibagi 2 (dua) organisasi yaitu KPA UO dan KPA Kotama.
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Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah
uraian berupa gambaran secara garis besar tentang hal-hal yang
berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan
dilaksanakan, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi sumber
dana, dan lain sebagainya serta didukung oleh data-data
penunjang untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang
memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai
harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga
barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Kemitraan adalah kerja sama wusaha antara Penyedia
Barang/Jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang
bertugas mengembangkan dan merumuskan  kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut
LPSE adalah wunit kerja K/L/D/1 yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan
dan Tentara Nasional Indonesia yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pekerjaan  Konstruksi adalah  seluruh  pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya.
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